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PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang penulis lakukan
mengenai Program Makan Bergizi Gratis dan Implikasinya terhadap Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota
Payakumbuh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif Hukum Tata Negara dan pembangunan hukum
nasional, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya
berkedudukan sebagai manifestasi kewajiban negara (state obligation)
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui
pemenuhan gizi. Namun, secara arsitektur hukum dan realitas
sosioekonomi masyarakat, kebijakan ini dinilai cacat sejak lahir akibat
ketiadaan payung hukum yang komprehensif. Desain kebijakannya
tergolong rapuh karena hanya bersandar pada instrumen Peraturan
Presiden (Perpres Nomor 83 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 115
Tahun 2025) tanpa didasarkan pada Undang-Undang khusus setingkat
UU Induk. Kondisi tersebut memicu anomali hierarki
perundangundangan, berpotensi mengabaikan fungsi legislasi DPR
(checks and balances), serta menimbulkan dilema dalam postur
anggaran pendidikan (APBN) secara Kkonstitusional. Lebih lanjut,
ketiadaan landasan hukum yang kuat ini melahirkan regulasi buta
secara empiris yang turut mematikan pendapatan pedagang kecil dan
UMKM di daerah. Membiarkan program ini berjalan tanpa payung
UndangUndang dan perlindungan ekonomi kerakyatan sama halnya
dengan membiarkan negara mempraktikkan ketidakadilan sosial
berkedok kesejahteraan.

2. Berdasarkan hasil penelitian, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di
MAN 2 Kota Payakumbuh memberikan implikasi langsung berupa

penurunan drastis omzet harian pedagang kantin hingga mencapai
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rata-rata 67,47% dibandingkan sebelum adanya program MBG.
Program MBG juga menyebabkan perubahan pola konsumsi siswa.
Siswa yang sebelumnya sering membeli jajanan saat jam istirahat
maupun setelah pulang sekolah menjadi lebih jarang membeli
makanan di sekitar lingkungan sekolah. Kondisi ini menyebabkan
aktivitas ekonomi pedagang kecil di sekitar sekolah mengalami
penurunan. Untuk mempertahankan wusaha mereka, sebagian
pedagang mulai melakukan strategi adaptasi seperti mengurangi
jumlah dagangan, lebih memfokuskan ke makanan ringan dan
minuman dibandingkan makanan serta melakukan penyesuaian harga
dan variasi produk agar tetap menarik minat pembeli. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa program MBG memiliki implikasi
tidak hanya pada pemenuhan gizi siswa, tetapi juga terhadap kondisi
ekonomi masyarakat kecil di sekitar sekolah. Oleh karena itu,
diperlukan perhatian dan evaluasi dalam pelaksanaan program agar
tujuan peningkatan gizi siswa dapat berjalan seimbang dengan
keberlangsungan usaha pedagang kecil. Penelitian selanjutnya
diharapkan dapat mengkaji bentuk kebijakan atau solusi yang mampu
meminimalkan dampak ekonomi terhadap pedagang kecil tanpa
mengurangi manfaat program MBG bagi siswa.

. Berdasarkan tinjauan Siyasah Dusturiyah, kebijakan Program Makan
Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan secara sentralistik dan
mengabaikan pelaku usaha kecil justru telah melenceng dari prinsip
dasar tasharruf al-imam karena melahirkan mafsadah struktural yang
memarjinalisasi dan mematikan mata pencaharian UMKM lokal.
Mengingat kaidah dar'u al-mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih
menegaskan bahwa menolak kemudaratan harus didahulukan
daripada menarik manfaat, program ini cacat secara substansial
apabila pencapaian gizi peserta didik harus dibayar dengan runtuhnya
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keadilan distributif dan kesejahteraan ekonomi rakyat kecil di akar
rumput.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah penulis
uraikan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Kota Payakumbuh, diperlukan adanya kebijakan yang
lebih responsif terhadap pelaku UMKM yang terdampak oleh
pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah tidak hanya
perlu memperhatikan keberhasilan MBG dalam memenuhi kebutuhan
gizi peserta didik, tetapi juga perlu melakukan pemetaan dan
pendataan terhadap UMKM yang mengalami perubahan pendapatan
akibat pelaksanaan program tersebut. Selain itu, pemerintah perlu
meningkatkan koordinasi antara Dinas Koperasi dan UMKM, pihak
sekolah, SPPG dan perangkat daerah terkait agar pelaksanaan MBG
dapat berjalan sejalan dengan kebijakan pemberdayaan UMKM.

2. Bagi pemerintah dan pihak penyelenggara Program Makan Bergizi
Gratis, keterlibatan UMKM lokal dalam rantai pasok program perlu
lebih dikembangkan. Pelaku UMKM yang mampu memenuhi
persyaratan legalitas, kualitas, kuantitas dan keamanan pangan dapat
diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari penyediaan bahan
baku atau kebutuhan pendukung program MBG. Dengan demikian,
program tersebut tidak hanya memberikan manfaat dalam pemenuhan
gizi peserta didik, tetapi juga dapat menciptakan peluang ekonomi bagi
masyarakat dan mendorong pemberdayaan UMKM lokal.

3. Bagi pihak MAN 2 Kota Payakumbuh, diperlukan komunikasi dan
koordinasi yang lebih baik dengan pedagang kantin dalam pelaksanaan
MBG. Pihak madrasah dapat menjadi penghubung antara pedagang
kantin, pemerintah daerah dan pihak penyelenggara MBG sehingga
perubahan pola konsumsi siswa tidak sepenuhnya membebankan

dampak ekonomi kepada pedagang. Selain itu, pihak madrasah dapat
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memberikan ruang bagi pedagang untuk menyesuaikan jenis dan
bentuk usaha dengan kondisi konsumsi siswa setelah pelaksanaan
MBG.

. Bagi pelaku UMKM, perubahan pola konsumsi siswa setelah adanya
MBG perlu diikuti dengan penyesuaian strategi usaha. Pelaku UMKM
diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan variasi produk, menjaga
kebersihan dan keamanan pangan, melengkapi legalitas usaha serta
meningkatkan kemampuan pemasaran agar dapat memanfaatkan
peluang ekonomi yang muncul dari perubahan kebijakan pemerintabh,
termasuk peluang untuk bekerja sama dengan SPPG dalam rantai pasok
Program MBG.

. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian mengenai Program Makan
Bergizi Gratis dan UMKM dapat dikembangkan dengan cakupan yang
lebih luas, baik dari sisi jumlah sekolah, jumlah pelaku UMKM maupun
wilayah penelitian. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji secara
lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan pemerintah dalam
melibatkan UMKM lokal sebagai bagian dari rantai pasok MBG serta
bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada UMKM yang

mengalami dampak ekonomi akibat pelaksanaan program tersebut.
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